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PUTUSAN
Nomor 148/Pdt.G/2018/PA.Mj
P e ,
4—@)}?;9@};&__;&

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam peskafeEsee ai. Talak antara:

Majene, sebagai

Pengadilan Agama {SISE K%
&) AN
Telah membaca dan ) (YS Srkas perkar:

“"'h-.___/

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

09 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 148/Pdt.G/2018/PA.M;,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut agama Islam
pada 23 Juni 2012 di Lingkungan xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan
xxxxxx, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah saudara kandung
Termohon bernama xxxxxx, karena ayah kandung Pemohon Il telah

meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid XXXXXX XXXXXX,
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bernama xxxxxx, dengan maskawin berupa seper empat bidang tanah
dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama
XXXXXX, saat menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus
gadis dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan menikah
secara hukum, karena itu Pemohon terlebih dahulu mohon agar
pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di
rumah keluarga Pemohon di Lingkungan xxxxxx selama 1 bulan dan

Pemohon dengan
Termohon telah ' ,- ‘ : idaknya kehampaan

hubungan sua : : s bab-sebab sebagai
berikut
a. on dan Termohon
sering terja 1% S glinenuduh Pemohon
selingkuh a Marni di setiap
Pemohon ke
b. Bahwa T¢ ) Rg-mEer 3 gata-kata hinaan seperti
anjing / mengucapi l@’Pemohon ketika marabh;
C. Bahwa puncakg} ®melut rumah tangga antara

Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2014 karena
sikap Termohon tidak pernah berubah bahkan menjadi-jadi akibatnya
Pemohon langsung meninggalkan Termohon ke rumah orang tuanya di
Lingkungan Mangge;

d. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat
tinggal selama kurang lebih 4 tahun;

e. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada
komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi selama 4 tahun;
f. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan
untuk dirukunkan oleh pihak keluarga Pemohon namun tidak berhasil;
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4. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa
sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan
dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

- Menyatakan sah perkg T~ mohon, PEMOHON, dan
Termohon, TERMOL#@N ‘A (l,d 2) pada 23 Juni 2012 di

& e aiis

Majene;
- Memberi izin /KEbau e BRI menjatuhkan talak

Subsider :
- Atau bilamana Mg : VAREH c pErkara ini berpendapat

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu
halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan
Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;
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Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon
tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya, Pemohon
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.
1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX tertanggal 17 September
2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

bermeterai cukup dan telah
dicocokkan den '. Jal ok kemudian diberi kode

P.1;

2. Fotokopi KT a Rahman S, Nomor
XXXXXX, tan ersebut telah diberi
meterai ¢ Aaslinya yang ternyata
sesuai, la

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKS Jikan SD, pekerjaan

Petani di bawah sumpah

memberikan ketergQganvanohpseaDo!

- Bahwa saksi \, hon, karena Pemohon

adalah sepupu 1 ka Jak ada hubungan keluarga
dengan Termohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 23 Juni
2012, di rumah saksi di Lingkungan xxxxxX, Kelurahan — XXxxxx,
Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Majene.

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung
Pemohon Il bernama xxxxxx, karena ayah kandung Pemohon Il telah
meninggal dunia;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon dinikahkan oleh Imam Masjid

XXXXXX XXXXXX, bernama xxxxxx;
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- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon
adalah xxxxxx;

- Bahwa mabhar pernikahan yang diberikan Termohon kepada Pemohon
adalah seper empat bidang tanah dibayar tunai;

- Bahwa Pemohon berstatus bujang dan saat itu yang saksi tahu
Termohon berstatus gadis;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dalam

rumah tangganya namun belum dikaruniai anak;

tidak rukun diseba |/ﬂ .....
/ﬁ &\/‘

dengan peremp —

- bahwa yangline allél adalah Termohon;
- Bahwa Pe ; p LRI pat tinggal kurang

dalam rumah tangganya namun tidak berhasil karena Pemohon sudah
tidak mau rukun dengan Termohon;

Saksi 2, SAKSI Il, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, di bawah

sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Mengenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon
adalah saudara kandung Pemohon dan Termohon adala ipar saksi;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 23 Juni
2012, di rumah saksi di Lingkungan xxxxxx, Kelurahan Xxxxxxx,

Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Majene.
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Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung
Pemohon Il bernama xxxxxx, karena ayah kandung Pemohon Il telah
meninggal dunia;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon dinikahkan oleh Imam Masjid
XXXXXX XXXXXX, bernama Xxxxxx;

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon

adalah xxxxxx;

terakhir ting ohon di  XxXxXxxx
- Bahwa awal -. o1V .He ohon rukun dalam
- Bahwa sejak -’\ ' @n dan Termohon mulai

\ .-.. PrSE / duh Pemohon selingkuh

dengan perempuan la

tidak rukun dlseb

- Bahwa saksi tidak pernah melihat perseI|S|han dan pertengkaran antara
Pemohon dan Termohon hanya mendengar cerita Pemohon saja;

- Bahwa semenjak tahun 2014 Pemohon dan Termohon sudah berpisah
tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang
lebih 4 tahun lamanya,;

- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak

ada nafkah lahir maupun bathin;
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- Bahwa saksi pernah beberapa kali menasahti Pemohon untuk rukun
dalam rumah tangganya namun tidak berhasil karena Pemohon sudah
tidak mau rukun dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;

sebagaimana diurg

Menimbang@ € 3 f : d ayat (2) huruf b
Peraturan Mahka
2016, Majelis H : \ ‘ )SE fediasi tidak dapat
dilaksanakan kareR @ Meh@ny—teak; datang menghadap
kepersidangan;
jersidangan telah berusaha
mendamaikan Pemohon de menase 8l Pemohon agar kembali rukun
membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal Pasal 39 ayat (1)
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1
dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 82 ayat (1) dan (4)
Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal
143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil, oleh
karena itu Pengadilan Agama memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap sendiri
dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap atau

menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil
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secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya
Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai kumulasi
itsbat nikah dalam rangka perceraian terhadap Termohon dengan alasan
bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah
pada tanggal 23 Juni 2012 di Lingkungan xxxxxx, Kelurahan XxXXxXx,
Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Majene, wali nikah adalah saudara kandung
Termohon bernama  xxxxxX, karena ayah kandung Pemohon Il telah

Bahwa selanjutdVale getlii@n perceraian terhadap

harmonis dan serjilonteliatifneSElls Rt I Kafeha sikap Termohon

sering menuduh B h-de ain yang bernama

Marni, dan Term S 3 erai kalau marah
dengan Pemohon 014 karena sikap
Termohon tidak p akibatnya Pemohon
langsung meninggal uanya di Lingkungan
Mangge, akhirnya sej 124 er engan Termohon terjadi
pisah tempat tinggal hingga ang lebih 4 tahun karena

Pemohon kecewa dengan Termohon, dan sampai sekarang sudah tidak saling
memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara
ini adalah apakah antara Pemohon dan Termohon benar sebagai suami isteri
yang sah? Dan apakah setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah
terjadi perselisihan yang berakibat pada rumah tangga tidak harmonis dan
sudah pecah serta tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah
tangga?

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a)
Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa isbat (pengesahan) nikah
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dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan
dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi permohonan
Pemohon untuk itsbat nikah dan permohonan cerai dapat dibenarkan menurut
hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg.
yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon, maka
permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan syarat permohonan
Pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula

: ) a, Pemohon telah
mengajukan buktiiBSEe 8h P.2 berupa Kartu
/ oleh Pejabat yang
berwenang sebagal'& Ue gral ¢ elah dicap pos, dan
cocok dengan aslinye @ gaserke ki §ebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Pem d 28 Il secara administrasi
kependudukan telah yang Deg€ I wilayah hukum Pengadilan
Agama Majene;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara
kumulasi itsbat nikah dan cerai talak, maka majelis hakim terlebih dahulu
mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar
bagi perceraian antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh
Pemohon dipersidangan tersebut, tidak tergolong orang yang terhalang
menjadi saksi, telah menghadap dan memberi kesaksian dibawah sumpah di

depan persidangan, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut formal
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dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian,
sebagaimana maksud Pasal 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh
Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di
bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta
memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil
permohonan Pemohon, dengan demikian kesaksian saksi-saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil pembuktian sehingga dapat diterima sebagai alat
bukti yang mempunyai nilgi k dipertimbangkan dalam

jallgapa maksud Pasal 308 dan

309 R.Bg;

Menimbang, (dua) orang saksi
Pemohon dipersid '3? mendukung dalil-dalil
permohonan Pe bahwa Pemohon
menikah dengan algedl 28 @E2x i, dinikahkan oleh
Imam Masjid xx 1k garn wali nikah adalah
saudara kandung ’ a ayah kandung
Pemohon Il telah \’J‘»: ai saksi nikah adalah

%\R\_‘/ N

XXXXXX, dengan maha ¢

terbukti antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan nasab atau
hubungan semenda atau hubungan sesusuan atau hal lain yang dapat
menghalangi perkawinan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di
atas, ternyata telah terbukti Pemohon dengan Termohon telah menikah sesuai
ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut
hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk
perceraian, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah
memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo.
Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan
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7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya
permohonan itsbat nikah Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan
menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan
Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan di Lingkungan XXXXXX,
Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Majene pada tanggal 23
Juni 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan
permohonan perceraian dan alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan

endukung dalil-dalil
permohonan Pemok .Q du 6 ahwa rumah tangga
Pemohon dan Ter on S idak, AhLN 2013 disebabkan
1t lefidan perempuan lain
ahun 2014 karena
akibatnya Pemohon
langsung meninggde ganya di Lingkungan
Mangge dan akhir terjadi pisah tempat
tinggal hingga sekarg L erjatan ) ih karena Pemohon
kecewa dengan Termoi E giofet ping sudah tidak saling
memperdulikan lagi;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dengan
dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara a quo berupa bukti 2 (dua) orang
saksi yang memberikan keterangan dimuka persidangan dibawah sumpah
sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini, maka majelis hakim
menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang
pernah hidup rukun namun belum dikarunia anak;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun

dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan
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Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain
yang bernama Marni;

- Bahwa benar sejak akhir tahun pertengahan tahun 2014 karena sikap
Termohon tidak pernah berubah bahkan menjadi-jadi akibatnya Pemohon
langsung meninggalkan Termohon ke rumah orang tuanya di Lingkungan
Mangge, dan sampai sekarang sudah tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan

Termohon namun tidak berhasil karena sikap Termohon tidak berubah;

menunjukkan suatu kegglg ak harmonis lagi dalam
kehidupan rumah tap@ Y \\-’I I\ keadaan dan kondisi
tersebut telah terg ~ terus menerus serta

Hukum Islam dijela8 : Alasan antara suami
dan istri terus meneé : 3 aran dan tidak ada

hal tersebut disebabkan masalah sikap Termohon sering menuduh Pemohon
selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Marni, dan puncaknya
terjadi pada pertengahan tahun 2014 karena sikap Termohon tidak pernah
berubah bahkan menjadi-jadi akibatnya Pemohon langsung meninggalkan
Termohon ke rumah orang tuanya di Lingkungan Mangge yang pada akhirnya
antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat sampai sekarang sudah 4
tahun lebih serta keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga
membuat Pemohon sakit hati dan mengakibatkan disharmonisasi atau
ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
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Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah
suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan
syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk
kebahagiaan. Hal terseb i el pula  bahwa  pembentukan

kebahagiaan suami istrigSalToanoitemy 1ka : esatuan atau keterikatan
lahir dan batin;
Menimbang, jah tangga Pemohon

dan Termohon, telz dan ketenteraman

yang berakhir de g0 ahitara Pemohon dan
Termohon yang s n keduanya sudah
tidak lagi menjalgiike aupun isteri serta
keduanya tidak s EN0 an lagi dipandang
sebagai perwujudafy g /harmonis, sehingga
dengan demikian keag N --‘--_---—» @utuhan rumah tangga

sehingga Pemohon sebagai suami tidak lagi merasa memiliki isterinya yaitu
Termohon begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan
(broken marriage) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak
lagi mencari dan mempertimbangkan pihak yang salah dalam rumah tangga
yang menjadi penyebabnya, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan
pada perkawinan itu sendiri, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan
dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya
perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui
keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan
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Termohon. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.
Nomor:28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996.

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis tersebut juga telah sejalan
dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17
Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang pada
pokoknya menyatakan bahwa, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu
tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan
kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk
perceraian berdasarkan p { (b) | (f) PP. Nomor 9 tahun 1975

tentang Pelaksanaan Jd& gJ-Undang on tahun 1974 tentang
perkawinan.

Menimbang, /i e 12 JaRemohon yang ingin
merukunkan Pemg ( ern; yemajelis hakim pada
setiap kesempa ok agar tetap
mempertahankan lengan Termohon,

namun Pemohon Termohon, maka

majelis hakim me n bagi suami istri
(Pemohon dan Te m membina rumah
tangga sebagaiman ndang-Undang Nomor

Islam adalah “mitsagan gholidzan” perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk
memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi
jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah
“pecah”, ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian
alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal
39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 (b) dan (f) PP
Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria yang
terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta keduanya tidak
dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah
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dan rahmah dalam panji mitsagan gholizhan, karena itu untuk menghindari
ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan
daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon
tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim
berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dan
Termohon tersebut dibubarkan dan atau keduanya patut untuk diceraikan;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil
syar'i yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya diambil alih

eromn alll

Artinya: intuk) talak, maka
A Mengetahui”.
2. Kaidah fiq lapat’se ASYbah wan Nazhair

raj'i.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil
membuktikan dalil-dalil permohonannya dan karenanya terdapat cukup alasan
hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin
kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon
didepan sidang Pengadilan Agama Majene;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon termasuk orang yang tidak
mampu sehingga Penggugat dibebaskan dari biaya perkara ini sebagaimana
maksud pasal 275 RBg, dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor

1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian bantuan hukum bagi masyarakat
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yang tidakmampu, maka biaya perkara ini dibebebankan kepada negara
melalui DIPA Pengadilan Agama Majene tahun 2018;
Memperhatikan segala ketentuan hukum syara’ dan peraturan
perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang tidak hadir;

Mengabulkan pemohonan Pemohon secara verstek;

5. sejumlah
ibebankan kepada

elis Hakim Pengadilan

Agama Majene pada hafiy 2018 Masehi bertepatan
dengan tanggal 19 Safar 14268 Dewiati, S.H., M.H. sebagai Ketua

Majelis, Dwi Anugerah, S.H.l., M.H. dan Dwi Rezki Wahyuni, S.H.Il., M.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta
para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ramli, S.H. sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Dwi Anugerah, S.H.l., M.H. Dewiati, S.H., M.H.
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Dwi Rezki Wahyuni, S.H.l., M.H.
Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.

Perincian biaya :
- Pendaftaran
ATK Perkara
Panggilan
Redaksi

- Meterai

Jumlah

(tiga ratus enam b
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